SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 220/KEP.112-KESBANGPOL/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten
Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31 Lembaran Negara Republik Indonesia
2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430); sebagaimana telah diubah



10.

11.

12.

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Perpu Nomor 2 Tahun 2017, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 239)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga
Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5959);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor
15);

Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Nomor 144);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
KABUPATEN SUMEDANG.

Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas :

a. melakukan pengawasan secara eksternal terhadap Ormas
yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;

b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan

c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kepada Bupati.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan,sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001



I. Penanggung Jawab
II. Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

V. Sekretariat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 220/KEP.112-KESBANGPOL/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bupati Sumedang.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang.

Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan
Konflik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang.

1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer
0610/Sumedang.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang.
Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sumedang.

Agen Pertama pada Binda Jawa Barat.

il

Pelaksana PNS pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumedang : 2 orang.

Non PNS pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang : 4 orang.

N

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan,sesuai dengan aslinya
KEPALLA BAGIAN HUKUM,

\

U SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001
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